PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 1998
TENTANG
BADAN PENGKAJAN DAN PENERAPAN TEKNOLO

&

PRESIDEN REPUBLIK INDONES|A \
Menimbang : bahwa dengan semakin diperlukannya peman &ngembangan dan

penguasaan teknologi untuk menu pembangunan nasional, maka
dipandang perlu meny rnak ali tusan Presiden
Republik Indonesia Nomun 1991 t an Pengkajian
dan Penerapan Teknologi; < @
%% \
Mengingat : 1. Pasa 4 ay nd ;
2. % N

<
UTUSKAN:
KEPUT PRESIDEN TENTANG BADAN PENGKAJAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya di
dalam Keputusan Presiden ini disebut BPPT, adalah Lembaga
Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) BPPT dipimpin oleh seorang Kepal a.

Pasal 2 ...
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Pasal 2

BPPT mempunyai tugas pokok: S

a. mempersiapkan perumusan  kebjj @ejim dan
penerapan teknologi sebagai b m bagi Presiden
dalam menetapkan pokok-pokok kebij aan nasional yang

menyangkut pengembang%enerap teknologi  bagi

peningkatan industri danypembangunan;

. melakukan k |@M%@Qfﬂﬂ pengkajian dan
penerapan t ' meq%u terpadu;

S
instansi Pemerintah maupun

pengkagiian dan penerapan teknologi
kebijaksanaan pemerintah di  bidang
dan penerapan teknologi bagi peningkatan

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal

2, BPPT menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian dan penilaian pelaksanaan program pengkajian dan

penerapan teknologi, serta membina kegiatan alih teknologi;

b. kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya baik

di dadam maupun di luar negeri di bidang pengkaian dan
penerapan teknologi;

c. pengkaian ...
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c. pengkagian kebijaksanaan pengembangan dan penguasaan

teknologi, pemanfaatan dan pemasyarak teknologi,

pengembangan dan penerapan teknologi gf%n ah dan

teknologi untuk pengembangan wil ; \
ologi di bidang

elolaan sumberdaya

d. pemanffatan, pengembangan d
inventarisas sumberdaya al, dan

|ahan dan kawasan;

e. pemanfaatan, pengem%n dan pengu logi di bidang
budidaya pertania ol nddstri, bi@ , Serta farmasi dan

medika; % S
guasaan teknologi di bidang

f. peman ban
inf d elektrnversi dan konservas energi,
material dan lin %
0. en angan dan penguasaan teknologi di bidang
S

BAB II
SUSUNAN ORGANISAS
Pasal 4

Susunan Organisasi BPPT terdiri dari:

a Kepda;

b. Wakil Kepaa;

c. Deputi Bidang Pengkajian Kebijaksanaan Teknologi;

d. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam;

e. Deputi ...
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e. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi;

g. Deputi Bidang Teknologi
Rekayasa.

tugas pokok yang telah

smbina aparatur BPPT agar berdaya

pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Wakil Kepala
Pasal 6

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada K epal a:

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu I%epal

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungs a Kepala
berhal angan;

b. Membina pelayanan admini | kepada semua unit organisas di
lingkungan BPPT;

<

c. melakukan tugas lai n&etunj uk Kep

Deputi Bid gK ebi'a %?Qrwtﬂjknol ogi
N9

Deput Bidang oKa&j ebijaksanaan Teknologi adalah unsur
sana tugas.\dan\ fungss BPPT yang berada di bawah dan

Deputi Bidang Pengkajian Kebijaksanaan Teknologi mempunyai tugas
membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian dan perumusan
kebijaksanaan di bidang pengembangan dan penguasaan teknologi,
pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi, pengembangan dan
penerapan teknologi unggulan daerah, dan teknologi untuk

pengembangan wilayah.

Pasal 10 ...
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Pasal 10

a. perumusan kebijaksanaan p

pengembangan dan penguasaan teknolo ai> dengan prioritas

pembangunan nasional;
b. pengembangan metode, u atan del pengkajian

r!
kebijaksanaan teknolo N @
c. koordinas pel W$ eg%g@sanaan pengembangan
; sert aatan dan pemasyarakatan

N

pemanfaatan, pemasyarakatan,

asaan teknologi unggulan daerah dan

Bagian Keempat
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan
Sumber Daya Alam

Pasal 11
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam adalah
unsur pelaksana tugas dan fungss BPPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada K epala.

Pasal 12 ...
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Pasal 12

Deputi Bidang Teknologi Pengembanga% , i: daya Alam

mempunyai tugas membantu Kepala dal
di bidang

pemanfaatan, pengembangan dan p "
inventarisas sumberdaya alam, pengem berdaya energi,
pengembangan sumberdaya manir pengelo sumberdaya lahan

dan kawasan.
Daam melakgan djmaksud pada Pasa 12,
Deputi B|d gan Sumberdaya Alam

a enyusun kebl ] ram pemanfaatan, pengembangan
t di bidang inventarisasi sumberdaya alam,

pengemban 1\.« <%erdaya energi, pengembangan sumberdaya

teknologi di bidang inventarisas sumberdaya alam, pengembangan
sumberdaya energi, pengembangan sumberdaya mineral, dan

pengel olaan sumberdaya |ahan dan kawasan;

c. pelayanan teknis kepada instansi pemerintah dan swasta dalam
pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang
inventarisas sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya energi,
pengembangan sumberdaya mineral, dan pengelolaan sumberdaya

|ahan dan kawasan;

d. pengembangan ...
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d. pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang inventarisasi

sumberdaya  alam, pengembangan  sumb a energi,

pengembangan sumberdaya mineral, dan genge@

lahan dan kawasan.
Bagian Kelim &

Deputi Teknologi Agroi Q d nologi®

berdaya

<
Deputi Bidang T% oind sy Bioteknologi adalah unsur
pelaksana % ngsi ang berada di bawah dan
ber, ung.j gsun ala.

1

tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pemanfaatan

pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang budidaya pertanian,

% %15
@ uti Bi nologi Agroindustri dan bioteknologi mempunyai

bioindustri, sertafarmas dan medika.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15,

Deputi  Bidang Teknologi  Agroindustri dan  Bioteknologi

menyel enggarakan fungsi:

a. Penyusunan ...
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Penyusunan kebijaksanaan program pemanfaatan, pengembangan
dan penguasaan teknologi di bidang budi pertanian,

agroindustri, bioindustri, sertafarmasi dan medik

. koordinasi program pemanfaatan, p @gum
teknologi di bidang budidaya pertanianagroidustri, bioindustri,
sertafarmas dan medika;

. pelayanan teknis kep instan erintah swasta dalam
pemanfaatan, pengembangan dan pengu ogi di bidang

budidaya pertani %&ii} bioi serta farmasi dan
s Qe

NS

. pengemb 0 pe ,.* eknologi di bidang budidaya
pertanian, agrain stri,bi|,sertafarmasi dan medika;

D

uti Bidang Mnformasi Energi dan Material

Pasal 17

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material adalah unsur
pelaksana tugas dan fungs BPPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada K epala.

Pasal 18

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material mempunyai
tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pemanfaatan,
pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan elektronika,

konversi dan konservasi energi, material dan lingkungan.

Pasal 19 ...
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Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dir%ak Pasal 18,

Deputi Bidang Teknologi Informas, i ateria
menyel enggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijaksanaan pregram pemanfaatan, pengembangan

dan penguasaan teknologi di informasi dan elektronika,

,m ml@@;
aq, pen@ dan penguasaan
ASi 8rs

onika, konverss dan

b. koordinasi progr

teknologi di hi r
<

o,

' b pemerintah dan swasta dalam
eﬂ% an penguasaan teknologi di bidang

onversi dan konservas energi, material

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Teknologi Industri
Rancang Bangun dan Rekayasa

Pasal 20

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa
adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPPT yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada K epala.

Pasal 21 ...
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Pasal 21
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang @an Rekayasa
mempunyai tugas membantu Kepala dal m garakan
pemanfaatan, pengembangan dan pengu t ogihdi bidang proses

dan rekayasa, alat dan mesin industri, industripertah -keamanan dan

-": @
LR
Daam ..‘.w- sebagai dimaksud pada Pasal 21,
Depuii Bidm@ Ind@ ang Bangun dan Rekayasa
f

gs

men i %
a yusu kebij program pemanfaatan, pengembangan

d eknologi di bidang proses dan rekayasa, alat dan

transportasi.

teknol I bidang proses dan rekayasa, alat dan mesin industri,

industri pertahanan-keamanan dan transportasi;

c. pelayanan teknis kepada instansi pemerintah dan swasta dalam
pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang
proses dan rekayasa, aat dan mesin industri, industri

pertahanan-keamanan dan transportasi;

d. pengembangan dan penguasaan teknologi di bidang proses dan
rekayasa, alat dan mesin industri, industri pertahanan-keamanan dan

transportasi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12 -
Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
<
Pasal 23
(1) Kepala BPPT dapat membentuk Unit &a Teknis sebagai

unsur penunjang pelayanan t :
(2) Unit Pelaksana Tekmet leh @BPPT setelah
mendapat persetu i%dari Me@ ara Koordinator
Bidang Pemb an)Pendayag
R
@ e
% %24
@ 1) B menjalankan tugas pokok dan fungsinya
e

paratur Negara.

mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, melaksanakan
hubungan kerjasama dengan semua instans pemerintah dan
lembaga.

(2) BPPT mengikuti secara teratur dan terus menerus pemanfaatan,
pengembangan dan penguasaan teknologi yang dilakukan oleh
instansi fungsional dan lembaga-lembaga di dalam masyarakat
dan memberikan bantuan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan.

(3) Untuk memecahkan masalah tertentu dalam pelaksanaan program

pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi, Kepala

mengadakan ...
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mengadakan koordinasi, konsultass dan kerjasama dengan

instansi pemerintah dan lembaga-lembaga di d

agar pelaksanaan program berdaya guna dan b':

LN

PENGANGKATAN DAN PEMBERHEN

MBIAYAAN

Pasal 26

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan
fungs BPPT dibebankan pada Anggaran Belanja yang
dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

(2) BPPT dapat menerima dana dari instansi pemerintah dan atau
swasta, baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka
kerjasama yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan
pelaksanaan tugas dan fungst BPPT dengan tata cara penerimaan
dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ..
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

-

Segala keputusan pelaksanaan ber
47 Tahun 1991 tentang Badan dan Penerapan Teknologi
dinyatakan masih tetap bertaku bel up-di atau diganti

berdasarkan K eputusan Pr@'.Q @

kan K usan Presiden Nomor

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

Negara.

Pasal 29

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor

47 Tahun 1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30 ...
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Pasal 30

Keputusan Presiden ini mulai berlaku padatangggl ditetap

Ditetapkan di &X

Pada tanggal 4 Agusttis1998
PRESIDE PUBLIK INDONESIA

DE S
AF UD% FHABIBIE




